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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Era globalisasi merupakan era terjadinya
persaingan bebas antar bangsa, antar Negara dan antar
individu dalam segala aspek kehidupan. Era globalisasi
dikenal pula sebagai era tanpa batas yang mat tidak mau
suka tidak suka akan ditemui oleh masyarakat dengan
segala resiko. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi
sasaran leasing adalah aspek perekonomian. Mereka
yang telah siap menganggap €rad ini sebagal era yang
penuh tantangan dan sekaligus sebagai peluang untuk
maju dan berkembangnya dunia perekomian. Sedangkan
bagi mereka yang belum siap hal ini dianggap suatu
mimpi buruk yang menakutkan. Resiko akan hadir
apabila tidak siap menghadapinya mengingat persaingan
bisnis semakin ketat, perikatan para pihak semakin
meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga
dituntut peningkatan penguasaan terhadap peraturan
dan ketentuan yang berlaku bagi para pelaku bisnis agar
dapat menyatu secara sempurna dalam pergulatan
bisnis.
Perkembangan perekonomian dunia yang begitu
cepat, menyebabkan terjadinya kompetisi yang ketat di
antara para pelaku pasar alam penyediaan modal, di
samping itu terjadinya peningkatan pelayanan jasa
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Lualitas dan ku antitas, yang melahirkan bery,,
ua

gai
dalamk asar yANg serba memudahkan konsumenl
Procflll kafan pelayanan dan penyediaan fasilitys
Pening

kemudahan yang diadakan,(_)lEh tP af‘akpelaku Pasar,
bukannya tidak beresiko bagi investasi, karenanya p,,.
investor lebih menyukai suatu pr?dUk pelayanan yang
memiliki aspek legalitas, seperu. sucj:ttu aturan aty,
perundang-undangan yang men]anlllrl- usaha yang
dimaksud. Dalam perkembangan bisnis dan usaha,
sering dijumpai beberapa jenis usaha pelayanan, sebyt
saja antara lain lembaga pembiayaan Leasing yang
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan bersama (SKB)
Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor. Kep.-
122/MK/1V/2/1974 jo Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor 1169/KMK.01/1991 jo Menteri Keuangan
berdasarkan Surat Keputusan Nomor
649/MK/1V/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 jo Kebijaksanaan
Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes) jo Keppres No. 61
Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor
1251/KMK.013 /1988 Tanggal 20 Desember 1988 jo
zilz::USaHKM?nteri Keuangan No. 1169/KMK.01/ 13
Sel 5 eg-latan Sewa Guna Usaha (Leasing)

anjutnya didasarkan pula pada Kepres Nomor 61
Tahun 1985 Tentane Eam Bl o P
Menterj Keuan & A, Kep 88

520 RI nomor 1251 /KMK.013/ 1%

Pembig €ntuan dap tatacarg pelaksanaan lembag?
i yaan, Keputusan Menterj K an RI Nomo!
/KMK 013, euang

1990 Tentang Pengadaan Barang Modal
2|
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berfasilitas melalui perusahaan sewa guna (Perusahaan
Leasing) dan beberapa Kebijakan lainnya.’

Kebutuhan dana atau modal bagi seseorang
dalam perputaran sutu usaha bisnis saat ini sangatlah
penting, untuk memenuhi kebutuhan dana atau modal
maka diperlukan suatu lembaga pembiayaan. Bank
sebagai lembaga keuangan ternyata tidak cukup mampu
untuk menanggulangi kebutuhan dana atau modal yang
dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut diakibatkan
keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank,
keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain yang
mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan
fungsinya. Sehingga terciptalah lembaga penyandang
dana yang lebih fleksibel, dan dalam hal tertentu tingkat
resikonya lebih tinggi yang dikenal sebagai lembaga
pembiayaan, yang menawarkan bentuk-bentuk baru
terhadap pemberian dana atau pembiayaan, yang salah
satunya dalam bentuk sewa guna usaha atau leasing.
Pengertian leasing menurut Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 1169/ KMK.01/1991
adalah adalah “suatukegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha
dengan hak opsi (“finance
Lease ") maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi
(“operating lease”) untuk secara berkala”

' Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, Aspek Yuridis
Dalam Leasing.Rineka Cipta Jakarta, hlm. 5.
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Dalam masa dewasa ini banyak sekali cara atay
langkah agar memperoleh suatu barang atay moda]
mesin. Tidak harus menggelontorkan uang yang banya)
untuk memperoleh suatu mesin usaha. Cukup dengan
Leasing dapat memperolehnya, sehingga dana yang
dipunya dapat dipergunakan untuk kepentingan yang
lain. Sewa Guna Usaha atau orang menyebutnya usahy
leasing, saat ini banyak sekali di Negara Indonesia inj
yang mana dengan leasing dapat membuka sebuah
usaha dengan dana yang tidak membludak atau besar,
cukup untuk dana operasional saja, untuk masalah
mesinnya dapat memperolehnya dengan cara leasing.

Lembaga pembiayaan leasing dalam terjemahan
di Indonesia disebut dengan sewa guna usaha, yaitu
suatu lembaga pembiayaan yang berorientasi pada
pemberian atau peminjaman sejumlah modal kerja dalam
bentuk alat-alat produksi. Fasilitas yang diadakan oleh
perusahan leasing sebagai perusahaan pembiayaan,
sangat meringankan konsumen/pasar yang kekurangan
modal untuk membeli alat pendukung usaha, maka
leasing menjadi alternatif. Leasing sebagai lembaga
pembiayaan dalam sistem Kerjanya akan
menghubungkan kepentingan dari tiga yang berbeda,
yaitu :

1. Lessor, adalah pihak leasing itu sendiri sebagai
pemilik modal, yang nantinya akan memberikan
modal alat atau membeli suatu barang .

2. Lessee, adalah nasabah atau perusahaan vyang

bertindak sebagai pemakai peralatan/barang yang

4

Scanned by CamScanner



akan di leasing atau yang akan disewakan pihak
penyewa/ lessor .

3. Vendor atau Leveransir atau disebut Supplier, sebagai
pihak ketiga penjual suatu barang yang akan dibeli
oleh lessor untuk disewakan kepada lessee.

Kegiatan bisnis tidak dapat terlepas dari hukum
mengingat semua kegiatan bisnis akan berkaitan dengan
perikatan sedang perikatan diatur oleh hukum. Masalah
hukum dan masalah bisnis sangat sukar ditentutukan
pembatasnya mengingat kebijakan dalam bisnis akan
berdampak juga pada hukum. Hal ini mengingatkan pada
pendapat Marcus Tulus Cicero? dalam karyanya De
Republica (tentang politik) dan De Legibus (tentang hukum)
mengatakan ™ Ubi societis ibi ius”, yang artinya dimana ada
masyarakat disitu harus ada hukum. Keadaan tersebut
merefleksikan keperluan dan kepentingan manusia sebagai
makhluk sosial sesungguhnya hanya dapat terpenuhi dan
difasilitasi oleh hukum.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka
penelitian ini hanya memfokuskan pada masalah sebagai
berikut :
I. Bagaimana hukum leasing menurut syara’?
2. Bagaimanakah keberadaan hak opsi dalam kontrak
leasing dalam perspektif Islam.?

"Konrad Kebung,SVD.2008.Rasionalisasi dan Penemuan  Ide-Ide.
Prestasi Pustaka.Jakarta, hlm 27.
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.  Tujuan Penelitian
. 151 ang m ‘
. Untuk menganalisis hukum yang mengatur leaSmg

dalam era global menurut hukum syara’
Untuk menganalisis hukum mengenai keberadaap, Lk
opsi dalam kontrak leasing dalam perspektif Islam,

2. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis manfaat penelitian inj akan

memberikan kontribusi  perbendaharaan terhadap
tataran konsep yang akan menjadi bahan hukyp
dalam pengembangan studi IImu Hukum dap
Masyarakat khususnya di bidang Hukum Perikatan
[slam.
b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis  penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan
tentang  lembaga leasing atau hal-hal yang
berhubungan dengan lembaga leasin g lebih lanjut.

D. Landasan Teori
Pranata  hukum sewa

Sumerig Perke

mb : ;
dapat dik]agif; angan leasmg dalam sejarah Indonesid

g dalam tiga fase sebagai perikut:
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Fase Pengenalan, Fase pertama merupakan fase
pengenalan dari bisnis leasing di Indonesia terjadi
antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1983. Fase
pertama kali ini dimulai dengan keluarnya beberapa
tahun 1974 yang khusus mengatur tentang pranata
hukum leasing tersebut. Dalam fase ini, leasing belum
dikenal masyarakat, dan perkembangannyapun tidak
begitu pesat. Kosekuensinya jumlah perusahaan
leasing waktu itu belum seberapa dan jumlah
transaksinyapun masih relative kecil. Sampai dengan
tahun 1980, jumlah perusahaan leasing hanya
berjumlah 5 buah dengan besarnya kontrak Rp 22,5
miliar. Dan sampai dengan tahun 1984, jumlah
perusahaan leasing bertambah sehingga seluruhnya
menjadi 48 buah dengan total kontrak Rp 436,1 miliar

Fase Pengembangan, Fase kedua yang merupakan fase
pengembangan ini terjadi kira-kira antara tahun 1984
sampai dengan tahun 1950. Dalam fase kedua ini, bisnis
leasing ini cukup pesat perkembangan berbarengan
pesatnya pertumbuhan bisnis di Indonesia. Ini terlihat
misalnya pada indicator peran dan kontribusi leasing
terhadap investasi nasional sacara keseluruhan. Dalam
hal ini, dari 2,60% di tahun 1986 misalnya menjadi 6,32%
di tahun 1989. Demikian juga perkembangan
perusahaan dan jumlah besarnya kontrak leasing, dimna
jumlah perusahaan 89 buah di tahun 1986, dengan nilai
kontrak Rp 645 miliar, bertambah menjadi seluruhnya
122 buah perusahaan di tahun 1990, dengan nilai
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Jk kurang dari Rp 4,06] triliyyy, Pag
i g ((

. . VIO T p fe 2 o
beberapa segi operasionalisas; lea

kontraknya tid

: ini,
o0 kedua : | |
fa a dalam hal metod Perhityy,,,

isalny
telah berubah, misalny AL . DAL gan
. £ » l'l » £ 1 - X
an untuk kepentingan perpajakan, o

S1n

]

»enyusult ¥ z o T
IlLil;(ai perlakunya UU pajak 1984. Sementar, SiStey,
pelaporan  pajak dalm period eke dua jp; Masij
memakai operating metode seperti paq, Ea

sebelumnya,tetapi dengan beberapa distorsi.
Fase Konsolidasi, Fase ketiga, yang merupakap s

y konsolidasi dari perkembangan leasing di Indones;, ini,
terjadi sejak tahun 1991 sampai sekarang. Pada Période
ini izin-izin pendirian perusahaan leasing yang
sebelumnya diperketat, kemudian dibuka kempy;
Perusahaan multi finance juga banyak didirikan Pada
periode ini. Dan, salah satunya adalah perubahan yang
terjadi pada fase konsolidasi ini adalah diubahnya sistep,
perpajakan, dari semula dengan operating metode
berubah menjadi financial metode. Perubahan sistem
perhitungan perpajakan ini mulai berlaku sejak 19 Januari
1991, berdasarkan ketentuan dalam SK Menteri
Keuangan No. 1169/ KMK.01/1991.

Tentang Leasing Pendapat Keijer: Keijer membagi

leasing menjadi lima jenis,yaitu sebagai berikut -3

a. Operational leasing atas benda-benda bergerak.

" Resiko ekonomis yang berkenaan dengan benda-

benda y ang merupakan

i
3 —
g : mb Di
Indonesia, §inar Grafika. Jakarta h&ilr.ilg;r; e
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pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu
yakni sighat akad (ijab dan gqabul). Al-agidain dan
mahallul akad bukan merupakan rukun akad melainkan
lebih tepat dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian
seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai
sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu,
sedangkan ia bersifat internal (dakhiliy) dari sesuatu
yang ditegakkannya. Berdasarkan pengertian ini, maka
jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad,
dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan
dua kehendak, yakni ijab dan gabul. Seorang pelaku
tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya
karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari
perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan objek
akad adalah unsur yang berada di luar akad, tidak
merupakan esensi akad, karenanya ia bukan merupakan
rukun akad. Hal ini dapat dikiyaskan kepada perbuatan
sholat, di mana pelaku solat tidak dapat dipandang
sebagai rukun dari perbuatan sholat. Oleh karena itu,
berdasarkan argumen ini maka al-aqid (orang/pihak
yang melakukan akad) tidak dapat dipandang sebagai
rukun akad. Adapun syarat menurut pengertian istilah
fugaha dan ahli usul adalah: “segala sesuatu yang
dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada
adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal
(kharijiy).6. Maksudnya adalah, tiadanya syarat
mengharuskan  tiadanya masyrut (sesuatu yang
disyaratkan), sedang adanya syarat tidak mengharuskan
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Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



funding, yaitu pembiayaan peralatan/barang mody Uty
digunakan pada proses produksi suatu perusahaap baik
secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian leasing
menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuanga, dan
Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia N,
KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan
Nomor 30/Kpb/1/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah
"Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk
penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh
suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan
pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan
hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-
barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang
jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah
disepakati bersama”.

Equipment Leasing Association di London
memberikan definisi leasing sebagai berikut: “Leasing
adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk
menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang
dipilih/ ditentukan oleh lessee. Hak pemilikan barang
modal tersebut ada pada lessor sedangkan lessee hanya
menggunakan barang modal tersebut berdasarkan
pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam
jangka  waktu tertentu”. Berdasarkan beberapa
pengertian di atas, maka pada prinsipnya pengertian
leasing terdiri dari beberapa elemen di bawah ini:

1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu

16||
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4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (option right)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama
7. Adanya pihak lessor
8. Adanya pihak lessee

Islam adalah segala sesuatu yang telah digariskan
dalam Al-Quran, Hadis dan Sunah Rasul. Selanjutnya
makna perspektif dalam penelitian ini berati sudut
pandang; pandangan dari sudut nilai kepatutan dan
keadilan. Nilai Kepatuhan bermakna kepantasan
berdasarkan hukum yang hidup di tengah masyarakat
terutama hukum agama. Keadilan dikutip dari pendapat
Notohamidjoyo bermakna terpenuhi hak dengan
kepatutan yang wajar dan proposional.

G. Metode Penelitian
Istilah metodologi berasal dari kata metode,
menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan
kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam
penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur
Menurut Robert Bogdan & Staven J.Taylor
metodologi adalah “the process, principles, and procedures
by which we approach problem and seek answer in social
sciences the term applies to how one conducts research”.
Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian atau

|17
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w P

diubah dengan SK Menkeu RI No.448/KMK.01 7/2000
tentang Perusahaan Pembiayaan.

d.SK  Menkeu RI No.1169/KMK.01/1991 tentang
Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing).

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber
bahan hukum untuk mendukung dalam kajian objek
yang diteliti, digunakan Data sekunder terdiri dari
bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer berupa rumusan Pancasila,
UUD RI tahun 1945 (amandemen), .....dll

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang berupa:
Buku Hukum sebagai tambahan referensi inti, tesis,
disertasi hukum , jurnal hukum, kamus hukum dan
beberapa referensi non hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang
yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti
majalah, kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia 4

3. Pengumpulan Dan Pengklasifikasian Bahan-
Bahan Penelitian.

Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-
preskriptif ~diolah dengan tahapan menstrukturkan,

' Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum

Tirr:az{f Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm
-15. -

119
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mencakup mele-mgsungkan
it padahal perkawinan sengj,
. jalam hukum keluarga, ya,

lahir patin.Sedang yang
dalam Pasal 1313 Kyy

h hubunga? antara debitur dan kredity,
la

debitur dan kredity,
pi mana hubungan zn:::'a harta kekayaan saja
k S l'c;zzi gyang dimaksud perjanjian
kebendaan saja bukan perjanjian personal. o
d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perlifieatppan e i
ik dischutkan’apa. BUUSI ARG akan
perjanjian sehingga pihak-pihak menglkatkan deYa
itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa. Atas dasar
alasan-alasan tersebut yang dikemukakan di atas,
maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud
dengan perjanjian itu. Sehingga dapat mencerminkan
apa yang dimaksud perjanjian itu adalah “Suatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal

dale-un lapangan harta kekayaan”. Dengan adanya
perjanjian tersebut, maka akan

hukum di mana pihak yang
“esuatu  dari pjhak yan
: Hubungan

terleta |
selebihnya tidak.

timbul suatu hubungan
satu berhak menuntut
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